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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

analisis efektifitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Gresik 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil analisis efektifitas pajak daerah  dapat disimpulkan bahwa 

efektifitas pajak daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2012-2016 berada 

dalam kategori sudah efektif dengan rata-rata 117%. Pada tahun 2014 

memiliki tingkat efektifitas yang terendah. Tingkat efektifitas pajak daerah 

pada tahun 2014 hanya sebesar 88% dan pada tahun 2012 merupakan tahun 

dimana tingkat efektifitas pajak daerah tertinggi yaitu sebesar 138%.  

2. Berdasarkan hasil analisis efektifitas pajak daerah perjenis dapat disimpulkan 

bahwa untuk pajak hotel rata-rata persentase tingkat efektifitas sebesar 109%, 

pajak restoran rata-rata persentase tingkat efektifitas sebesar 115%, pajak 

hiburan sebesar 69%, pajak reklame 104%, pajak penerangan jalan 104%, 

pajak parkir 110%, pajak air tanah 116%, pajak mineral bukan logam dan 

batuan sebesar 85%, PBB sebesar 97% dan BPHTB sebesar 107%  

3. Berdasarkan hasil analisis efektifitas PAD dapat disimpulkan bahwa 

efektifitas PAD Kabupaten Gresik sudah berada dalam kategori sudah efektif 

dengan rata-rata sebesar 100%. Tingkat efektifitas PAD pada tahun 2016 

memiliki presentase tingkat efektifitas sebesar 90% PAD terendah dan pada 
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tahun 2013 merupakan tahun dimana tingkat efektifitas PAD tertinggi yaitu 

sebesar117%. 

4. Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang telah dilakukan tampak bahwa 

tahun 2015 memiliki tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD terkecil 

yaitu sebesar 55%. Pada tahun 2012 tingkat kontribusi pajak daerah terhadap 

PAD tampak terbesar yaitu sebesar 59%. 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan peneliti, maka sebagai bahan pertimbangan agar 

tingkat efektifitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat lebih optimal, 

maka peneliti mengemukakan saran sebagau berikut: 

1. Seharusnya BPPKAD Kabupaten Gresik selaku perangkat daerah yang 

mengelola pajak daerah seharusnya lebih meningkatkan kinerja yang baik 

dalam pendataan potensi-potensi pajak daerah yang berada dalam wilayahnya 

dan diatur secara baik dan teratur, serta terjun lansung dalam melakukan 

pengawasan terhadap sumber-sumber pajak secara berkala agar 

meminimalisir penyimpangan dari oknum-oknum Wajib Pajak yang tidak 

tertib dalam penyampaian omzet pendapatannya.  

2. Seharusnya pihak BPPKAD Kabupaten Gresik memberikan sanksi kepada 

penambang liar agar tidak terjadi penambangan liar dan realisasi Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan bisa selalu mencapai target.  

3. Seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Gresik khususnya BPPKAD 

Kabupaten Gresik harus meningkatkan kinerjanya guna untuk mendongkrak 
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pemasukan dari sektor pajak daerah. Peningkatan kontribusi pajak ini dapat 

dilakukan dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 

daerah yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Gresik. Peningkatan 

kontribusi pajak daerah akan secara otomatis meningkatkan PAD Kabupaten 

Gresik, sehingga akan membantu mempercepat pembangunan daerah.  
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